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This study investigates how the Governmenti Accountingi Standardsi (SAP)i arei 
usedi ini thei preparationi ofi thei Jakartai Provinciali Budgeti Realizationi Reporti 
fori thei yeari 2023.i Governmenti Regulationi No.i 71i ofi 2010i establishesi thei 
implementationi ofi accrual-basedi SAPi as the basis for achieving this goal. 
However, there are still issues with technical understanding and infrastructure 
availability. For this research, the author conducted a literature review and 
collected data on the implementation of SAP in DKI Jakarta through journals and 
online financial reports. The 2023 DKI Jakarta Budget Realization Report is an 
example of the research he conducted. The research results examine the 
alignment of the budget realization report preparation procedures with PSAP 
No.2 related to obtaining a WTP opinion. The findings indicate that DKI Jakarta 
has effectively implemented SAP in the preparation of the LRA, although there 
were delays in report submission. This research discusses periodic evaluations of 
SAP implementation to ensure compliance with applicable regulations and to 
adapt to changes in standards or regulations. It also aims to enhance employee 
training in government accounting to ensure consistent understanding and 
application of SAP. 

 
Abstrak 
Studi ini menyelidiki bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan saat membuat Laporan 
Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023. Peraturani Pemerintahi No.71i Tahuni 2010i menetapkani 
implementasii SAPi berbasisi akrual sebagai dasar untuk mencapai tujuan ini. Namun, masih ada masalah dengan 
pemahaman teknis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian literatur 
dan mengumpulkan data tentang implementasi SAP di DKI Jakarta melalui jurnal dan laporan keuangan online. 
Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023 adalah contoh penelitian yang dia lakukan. Hasil penelitian 
melihat keselarasan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP No.2 yang berkaitan dengan 
perolehan opini WTP. Hasilnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah menerapkan SAP dengan baik dalam 
penyusunan LRA, meskipun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Penelitian ini membahas evaluasi 
berkala terhadap penerapan SAP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan 
menyesuaikan diri dengan perubahan standar atau peraturan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan 
karyawan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dari 
SAP. 
 
Kata kunci : SAP, LRA, PSAP No.2 

 
PENDAHULUAN 

Dalam proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah, ada beberapa elemen 
penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut berhasil dan berkualitas tinggi 
secara akuntanbilitas dan transparan. Untuk menangani masalah ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
bekerja sama dengan pemerintah untuk mengeluarkan Standari Akuntansii Pemerintahi (SAP),i yangi 
akani digunakani olehi pemerintahi untuk membuat laporan keuangan. Standar Akuntansi Negara, juga 
dikenal sebagai SAP, mencakup peraturan atau standar yang harus diikuti saat membuat SKPD. Standar 
Akuntansi Negara juga mencakup informasi tentang pengolahaanunsur dan elemen—unsur-unsuri 
yangi termasuki dalami standari akuntansii yang digunakan (Aditya et al., 2024). Tujuan dari penerapan 
Standari Akuntansii Pemerintahani (SAP)i dii Indonesiai adalahi untuki membuati tatai kelolai 
keuangani pemerintahi menjadii transparan,i akuntabel,i dani mengikutii standari akuntansii yangi 
berlaku.i Peraturani Pemerintahi Nomori 71i tahuni 2010i tentangi SAPi menetapkani bahwai 
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pemerintahi daerahi dii Indonesiai harusi menyusuni Laporani Keuangani Pemerintahi Daerahi (LKPD)i 
berdasarkani standari ini.i Prosesi penyajiani laporani keuangani sangati dipengaruhii olehi standari 
akuntansii pemerintahani (SAP).i Misalnya,i PPi Nomori 71i tahuni 2010i tentangi basisi akruali 
(accruali basic)i padai laporani keuangani instansii pemerintahani masihi belumi sepenuhnyai 
diterapkan.  

Basis kas, sangat mudah dipahami dan dapat dilihat dari laporan yangi disajikani secarai jelasi 
darii manai sumberi keuangani yangi adai (Rosana & Bharata, 2023). Ada sejumlah faktor yang 
memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah; ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan 
akuntansi, kemampuan SDM, dan ketersediaan sistem akuntansi yang memadai. Selain itu, pengaruh 
eksternal dapat diatur dan dikontrol oleh perusahaan (Fu'ad & Sambharakreshna, 2024). Menciptakan 
laporani keuangani yangi akurati dani dapati dipertanggungjawabkani akani lebihi mudahi dengani 
LKPDi yangi memenuhii standar.i Opinii Wajari Tanpai Pengecualiani (WTP)i yangi diberikani olehi 
Badani Pemeriksai Keuangani (BPK)i merupakani salahi satui indikatori kualitas pelaporan keuangan 
yang baik. Meskipun aturan akuntansi pemerintahan (SAP) telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai 
standar utama untuk membuat laporan keuangan, masih ada beberapa orang yang mencoba 
menerapkannya. Hal ini dibuktikan oleh dua bukti faktual yang menunjukkan bahwa penerapan SAP 
belum sepenuhnya diterapkan. Salah satunya adalah bahwai laporani keuangani daerahi Kabupateni 
Nganjuki belumi sepenuhnyai menerapkani PPi No.i 71i tahuni 2010i (Fu'adi &i Sambharakreshna,i 
2024).i Laporani tahunani menunjukkani beberapai perbedaan.i Studii laini jugai menemukani hali 
yangi serupa.i Misalnya,i Kecamatani Langowani Barati bertindaki sebagaii entitasi pelaporani dani 
menyajikani laporani keuangannyai sesuaii dengani PPi No.i 71i Tahuni 2010,i peraturani akuntansii 
pemerintahan,i yangi berartii merekai menyajikani neraca,i laporani operasional,i laporani perubahani 
ekuitas,i dani laporani realisasii anggarani belanjai berbasisi akrual.i Namun,i itemi pembiayaani dani 
transferi yangi belumi diselesaikani sesuaii PPi No.i 71i Tahuni 2010i masihi terlihati dalami laporani 
pelaksanaani anggarani (Mumu et al., 2023). 

Problem-problem ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik yangi dapati 
memengaruhii kualitasi Laporani Keuangani Pemerintahi Daerah,i termasuki Laporani Realisasii 
Angaran.i Transparansii dani akuntabilitas,i duai pilari utamai pengelolaani keuangani daerah,i akani 
terganggui olehi LRAi yangi tidaki sesuaii dengani SAP.i Standari inii berlakui untuki penyusunani 
laporani keuangani pemerintahi pusati dani daerah, dengan tujuan meningkatkan laporan keuangan di 
setiap daerah (Tanjung, 2015) Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang memiliki anggaran terbesar dan 
transaksi keuangan yang kompleks, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa 
penyusunan LRA Tahun 2023 benar-benar sesuai dengan SAP. Namun, dalam kenyataannya, evaluasi 
menyeluruh terhadap penerapan SAP di wilayah ini masih sangat penting. Penelitiani inii bertujuani 
untuki mengetahuii seberapai efektifi Standari Akuntansii Pemerintahi (SAP)i telahi digunakani untuki 
membuati Laporani Keuangani Pemerintahi Daerahi (LPKD),i khususnyai Laporani Realisasii Anggarani 
DKIi Jakarta.i Selaini itu,i penelitiani inii juga akan mengevaluasi kepatuhan terhadap SAP, yaitu dengan 
melihat seberapa mirip Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta dengan SAP yang berlaku (PSAP No.2). 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penelitian teori tentang penerapan SAP, terutama 
mengenai bagaimana penerapan SAP di tingkat pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini dapat 
memberikan gambaran baru tentang bagaimana standar ini digunakan dan bagaimana hal itu 
memengaruhi kualitasi laporani keuangani pemerintahi daerah.i  
Diharapkani jugai bahwai penelitiani inii akani meningkatkani kualitasi LKPD,i terutamai untuki 
Laporani Realisasii Anggaran.i Studii inii dapati digunakani sebagaii referensii bagii pemerintahi 
daerahi laini yangi ingini meningkatkani kualitasi laporani keuangani mereka,i terutamai dalami hali 
mencapaii opinii WTP.i Dengani katai lain,i metodei terbaiki yangi ditemukani dii DKIi Jakartai dapati 
diterapkani dii tempati lain.i Selaini itu,i penelitiani inii dapati digunakani sebagaii dasari untuki 
pertimbangan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Studi ini dapat digunakan oleh 
pemerintah DKI Jakarta untuk membuat kebijakan baru.  
atau memperbaiki peraturan pelaporan keuangan dan penggunaan SAP yang ada untuk 
mempertahankan atau meningkatkan kualitas laporan keuangan.  
Hasil Penelitian:  
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(1) Implementasi SAP saat menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKI Jakarta Tahun 2023 
memenuhi sebagian besar persyaratan yang tercantum dalam PSAP No. 2. 

(2) Laporan keuangan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, memberikan informasi 
yang lengkap dan jelas tentang pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lebihan atau 
kekurangan. 

(3) Sebagaimana diatur dalam PPi No.71i Tahuni 2010,i pengakuani pendapatani dan belanja telah 
dilakukan dengan metode akrual. 

(4) Laporan telah dikirim lebih lama daripada waktu yang ditetapkan—tidak lebih dari enam 
bulan setelah tahun anggaran—tetapi ini tidak berdampak pada kualitas laporan. 

 
METODE 
 Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan literatur atau studi pustaka. Tujuani darii 
penelitiani inii adalahi untuki mendapatkani pemahamani yangi lebihi baiki tentangi bagaimanai 
standar akuntansi pemerintah digunakan saat membuat Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 
2023. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023, yang telah diaudit, merupakan sampel dari 
penelitian ini. Metodei pengumpulani datai yangi digunakani adalahi studii literaturi ataui kajiani 
pustakai dengani mengacui padai Studii inii menyelidikii kesesuaiani Laporani Realisasii Anggarani DKIi 
Jakartai Tahuni 2023,i yangi telahi diaudit,i dengani PPi No.71i Tahuni 2010. Selanjutnya, 
menggambarkan kesesuaian antara praktik penyusunan LRA dengan PSAP No.2 dalam bentuk tabel dan 
narasi, dan akhiri dengan penarikan kesimpulan terkait. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Data sekunder yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi Laporani Realisasii Anggarani 
(LRA)i DKIi Jakartai Tahuni 2023,i yangi telahi diauditi olehi Badani Pemeriksai Keuangani (BPK).i 
Dokumeni inii dapati diaksesi melaluii situsi webi resmii Pemerintahi Provinsii DKIi Jakarta.i Dokumeni 
inii dipilihi karenai mencerminkani penerapani Standari Akuntansii Pemerintahani (SAP)i dalami 
penyusunani laporani keuangani daerah.i Laporani Realisasii Anggarani (LRA)i adalahi bagiani pentingi 
darii laporani keuangani daerah,i yangi berisii informasii tentangi realisasii pendapatan,i belanja,i dani 
pendanaani daerah.i Analisisi dokumeni inii pentingi untuki mengetahuii seberapai baiki SAPi telahi 
diterapkani sesuaii dengani Peraturani Pemerintahi No.71i Tahuni 2010i tentangi SAPi berbasisi 
akrual.i Khususnya,i analisisi inii menganalisis keselarasan SAP dengan PSAP No.2 dalam penyusunan 
LRA, yang mencakup prinsip akrual untuk pembiayaan dan ekuitas serta pengakuan berbasis kas untuk 
pendapatan dan belanja. 
 
PSAP No.2 mengatur bahwa LRA sekurang-kurangnya wajib memuat pos-pos sebagai berikut : 

1. Pendapatan-LRA 
2. Belanjai  
3. Transfer 
4. Surplus/Defisit-LRA 
5. Penerimaani Pembiayaan 
6. Pengeluarani Pembiayaan 
7. Pembiayaani Netto 
8. Sisai Lebih/Kurangi Pembiayaani Anggaran 

 
Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2023 
 Laporan Realisasi Anggarani yangi disajikani olehi Pemerintahi Provinsii DKIi Jakartai 
menunjukkani pendapatan,i belanja,i transfer,i surplusi ataui kekurangan,i penerimaani dani 
pengeluarani pembiayaan,i pembiayaani netto,i dani SilPA/SiKPA.i PSAPi Nomori 2i menetapkani 
bahwai laporani pelaksanaani anggarani harusi disampaikani setidaknyai sekalii setahun,i sepertii 
yangi dilakukani olehi Pemerintahi Provinsii DKIi Jakarta,i yangi jugai menyajikani Laporani Realisasii 
Anggarani setiapi tahun. Pos-pos dalam PSAP Nomor 2 adalah sebagai berikut:  
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1. Pendapatan-LRA 
Merupakani seluruhi penerimaani kasi negara/daerahi yangi menyumbangi kelebihani 

saldoi anggarani padai periodei akuntansii yangi bersangkutan.i Inii adalahi haki pemerintahi 
dani tidaki perlui dibayari kembali. 

2. Belanja 
Merupakani seluruhi pengeluarani darii rekeningi kasi umumi negara/daerahi yangi 

mengurangii kelebihani saldoi anggarani padai periodei tahuni anggarani bersangkutani yangi 
belumi diterimai pengembaliannyai olehi negara.  

3. Transfer 
Yaknii penerimaan/pengeluarani uangi darii suatui entitasi pelaporani dari/kepadai 

entitasi pelaporani lain,i termasuki danai perimbangani dani danai bagii hasil. 
4. Surplus / Defisit-LRA 

Artinya, selisihi pendapatani dani pengeluarani LRAi selamai periodei pelaporan. 
5. Penerimaan Pembiayaan 

Kas umum negara/lokal, termasuk hasil pinjaman, penjualan surat berharga 
pemerintah, privatisasii perusahaani negara/daerah,i pembayarani kembalii pinjamani kepadai 
pihak ketiga,i dani hasili penjualani dani pengeluarani investasii permaneni lainnyai 
Merupakani seluruhi pendapatani darii suatui rekening,i Danai cadangan. 

6. Pengeluaran Pembiayaan 
Artinya, seluruh pengeluarani RKUN/D,i termasuki pinjamani kepadai pihaki ketiga,i 

iurani pemerintah,i pelunasani jumlahi pinjamani dalami periodei anggarani tertentu,i dani 
pembentukani danai cadangan. 

7. Pembiayaan Netto 
Artinya, seluruh pengeluaran RKUN/D, termasuk pinjamani kepadai pihaki ketiga,i 

iurani pemerintah,i pembayarani kembalii jumlahi pinjamani dalami periodei tahuni anggarani 
tertentu,i dani penciptaani danai simpanan. 

Sisai Lebihi /i Kurangi Pembiayaani nggarani (SiLPA/SiKPA),i merupakani selisihi lebih/kurangi 
antarai realisasii pendapatan-LRAi dani belanja,i Pendapatani dani pengeluarani keuangani dalami 
APBN/APBDi selamai periodei laporan. 
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Dalam penyusunan Laporan Realisasii Anggarani (LRA) DKI Jakarta Tahun 2023, penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan sesuai dengan 
banyak aspek yang diatur dalam PSAP No. 2. Secara keseluruhan, hampir semua komponen penting dari 
penyusunan laporan ini telah dipenuhi, mulai dari penyampaian informasi, klasifikasi pos laporan, 
hingga pengambilan pendapatan dan belanja sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Laporan DKI 
Jakarta sangat transparan dan terbuka, dan elemen seperti pendapatan, belanja, surplus atau deficit, 
dan pembiayaan disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, mendukung akuntabilitas yang baik.  

Selain itu, laporan keuangan DKI Jakarta menggunakan basisi akruali yangi sesuaii dengani 
ketentuani PPi No.71i Tahuni 2010.i Inii membuat laporan keuangan lebih akurat dan lebih 
representatif. Pencapaian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa laporan keuangan DKI Jakarta 
sudah semakin baik dan memenuhi standar dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan dalam 
pengambilan keputusan.  

Namuun, meskipun laopran ini mencakup sebagian besar elemen yang diatur dalam SAP, ada 
beberapa masalah dengan waktu pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta dikirim lebih dari 
enami bulani setelahi berakhirnyai tahuni anggaran.i Kualitasi laporani keuangani tidak terpengaruh 
secara signifikan oleh keterlambatan ini. Meskipun ketepatan waktu sangat penting, laporan ini tetap 
akuntabel dan transparan. Meskipun keterlambatan ini mungkin disebabkan oleh masalah administrasi 
atau teknis, DKI Jakarta telah berhasil membuat laporan yang sesuai dengan SAP. Dengan sedikit 
perbaikan dalam manajemen waktu dan pengumpulan data di masa depan, keterlambatan ini dapat 
dihindari tanpa mengurangi kualitas laporan yang sudah baik. 

Secara keseluruhan, implementasi SAP dalam penyusunan LRA DKI Jakarta Tahun 2023 sangat 
memuaskan. Meskipun ada ruang untuk perbaikan dalam hal ketepatan waktu penyajian laporan, 
laporan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang transparan, 
akuntabel, dan relevan.  
 
KESIMPULAN 
 Studi ini menunjukkan bahwa penerapan SAP dalam penyusunan LRA DKI Jakarta Tahun 2023 
berjalan dengan baik, meskipun laporan telah dikirim lebih lama daripada waktu yang ditetapkan. 
Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak terpengaruh 
oleh hal ini. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan penggunaan SAP 
untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan menghemat waktu dengan menyusun laporan. 
Penelitiani inii hanyai menggunakani datai sekunderi dani tidaki melakukani wawancarai dengani 
pihaki terkait.i Olehi karenai itu,i untuki mendapatkani pemahamani yangi lebihi baiki tentangi 
komponeni keterlambatani dani dampaki mereka,i disarankani untuki menggunakani datai primer.i 
Selaini itu,i untuki mendapatkani gambarani yangi lebihi komprehensif,i penelitiani inii harusi 
memperluasi cakupannyai kei pemerintahi daerahi lainnya. 
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